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Abstrak

Judi dianggap sebagai salah satu bentuk pengkhianatan kesetiaan
perkawinan. Selain itu mengakibatkan percekcokan yang berujung pada rusaknya
rumah tangga, sehingga dapat menjadi sebab putusnya tali perkawinan antara
suami dan isteri. Lebih dari itu, penjudi dapat dianggap sebagai sampah masyarakat
atau setidaknya sebagai orang yang telah mengotori kesucian masyarakat.
Percekcokan dan perselisinan antara suami isteri sering kali berujung pada
perceraian. Alasan perceraian menurut Pasal 116 ayat (a) KHI dan Pasal 19 ayat (a)
PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang
pertama disebut adalah “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Di Pengadilan
Agama perkara judi dapat dijadikan sebagai alasan perceraian termasuk jenis
perkara perdata yang harus diputuskan di Pengadilan Agama. Di antara penyebab
diajukannya gugatan cerai, yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama
Sragen adalah salah satu pihak berjudi. Judi seringkali menjadikan perselisihan
keluarga berkepanjangan, pemberian nafkah yang tidak halal dan membuat suami
lupa dengan nafkah keluarga serta menimbulkan pisah rumah antara suami isteri
dalam batas waktu yang patut untuk diajukan perceraian. Oleh karena itu, alasan
yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum memutus
perceraian karena judi, dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar
hukum Hakim memutus perkara perceraian karena judi dikaji dan ditelaah dalam
skripsi ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk menganalisis data
yang telah diperoleh, penyusun memakai pendekatan normatif-yuridis. Penyusun
mencoba menganalisa putusan perkara perceraian Nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr
dengan alasan ingin mengkaji perkara perceraian karena judi yang terjadi di
wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen secara lebih objektif melalui sudut
pandang agama dan norma-norma hukum perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah perkara yang
diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang didasarkan karena
suami melakukan perjudian sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah
tangga. Judi yang dilakukan oleh suami dijadikan sebagai alasan perceraian yang
dikumulasikan dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pengadilan
Agama Sragen melihat perbuatan suami yang sukar untuk disembuhkan tersebut,
sehingga tidak dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup tentram dan rukun
lagi antara suami-isteri dalam satu ikatan perkawinan. Sedangkan dasar hukum dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam memutus
perkara perceraian Nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr didasarkan pada dasar hukum
perundang-undangan yang berlaku serta Al-Qur’an, Hadis dan pendapat ulama
figh. Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sragen dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari perspektif
hukum Islam sudah tepat dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ b be
< ta’ t te
& sa’ s\ es (dengan titik di atas)
z jim j je
z ha’ h{ ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal 2\ zet (dengan titik di atas)
B ra’ r er
B zai 7 zet
o sin s es
o syin sy es dan ye
o= sad s} es (dengan titik di bawah)
o= dad d} de (dengan titik di bawah)
L ta t} te (dengan titik di bawah)
L za 7} zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ gain g ge
s fa £ ef
3 qaf q qi
& kaf K ka
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J lam I ‘el

2 mim m ‘em

o nun n ‘en

s waw w w

> ha’ h ha

e hamzah ’ apostrof
¢ ya y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

350aze ditulis muta’addidah
3l ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
WS> ditulis hikmah
e ditulis ‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan h.

s3I el S ditulis karamah al-auliya>

Shdlis ) ditulis zakak al-fity
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D. Vokal Pendek dan Penerapannya

; Fathh ditulis a
o Kasrah ditulis /
; D3mmah ditulis u
Jad Fathh ditulis fa’ala
S Kasrah ditulis Zlikira
Cady Dgmmah ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 | Fath}h + alif ditulis a>
s = ditulis Jakiliyyah
2 | Fathh + ya’ mati ditulis a>
S ditulis tansa>
3 | Kasrah + ya’ mati ditulis >
oS ditulis karim
4 | D¥mmah + wawu mati ditulis u>
PR ditulis furug}
F. Vokal Rangkap
1 | Fath&h + ya mati ditulis ar
vg__, ditulis bainakum
2 | Fathdh + wawu mati ditulis au
J3 ditulis gaul
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
sl ditulis a'antum
sl ditulis u'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah, maka ditulis dengan menggunakan kata
sandang “al” dan bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka huruf L diganti dengan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

o Al ditulis al-Quran
et ditulis asy-Syams
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
29,3 93 ditulis zbwi al-furid}
Ll o ditulis ahl as-sunnah
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*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, *
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, * Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan yang lain), *dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu
berharap*. (Q.S. Al-Insyirah (94): 5-8)
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Segala puji dan rasa syukur senantiasa disanjungkan ke hadirat Allah SWT
yang telah memberikan segala karunia, kemurahan dan petunjuk-Nya. Shalawat
serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi
Muhammad SAW, yang telah diutus dengan membawa hukum yang penuh
kerahmatan untuk seluruh alam semesta dan atas kerabat serta pengikut-
pengikutnya.

Syukur alhgmaulillak setelah penyusun mencurahkan seluruh kemampuan
dan dengan taufig serta hidayah juga bimbingan Allah, tersusunlah skripsi ini
guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam
di UIN Sunan Kalijaga.

Dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak,
penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam menyusun tugas akhir ini.
Untuk itu, sangatlah perlu kiranya penyusun menghaturkan terima kasih yang tak
terhingga, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
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2. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing | dan bapak Lebba,
S.Ag., M.Si. selaku pembimbing 11.

3. Ayahanda Widodo dan Ibunda Sukamti dan segenap keluarga besarku yang
telah memberi kontribusi berbentuk materi dan moral selama masa
perkuliahan.

4. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penulisan
skripsi ini yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan ridla dan balasan
selayaknya dari Allah SWT.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan
penyusunan skripsi ini. Dengan penuh Kkesadaran atas kekurangan dan
keterbatasan yang ada pada diri penyusun, penyusun yakin bahwa pembahasan
dalam skripsi ini belum merupakan karya yang sempurna. Untuk itu penyusun
sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan

penyusunan skripsi ini, dan tak lupa penyusun sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1431 H.
07 November 2010 M.

Penyusun

Tatang Waskito
NIM: 03350070
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memikul tanggung jawab untuk
melindungi hak setiap warganya, baik dalam bidang keperdataan maupun
kepidanaan. Perlindungan atas hak setiap warga negara dalam hukum itu
mengandung arti bahwa siapa saja berhak memperoleh keadilan tanpa
diskriminasi apapun.

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban
dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia adalah melalui Peradilan
Agama.! Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan
dalam Undang-undang ini bahwa masing-masing Lembaga Peradilan
mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili menurut kompetensi absolut
dan relatifnya.

Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa jenis perkara perdata
khusus bagi orang Islam di Indonesia saja, salah satunya adalah perceraian.
Alasan perceraian menurut Pasal 116 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam dan
Pasal 19 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang pertama

! Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: PT. Sinar
Grafika, 1990), him. 9.



disebut adalah “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.?

Baik Suami maupun isteri yang melakukan judi dianggap sebagai
bentuk pengkhianatan terhadap kesetiaan perkawinan. Lebih dari itu,
perjudian dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga, sehingga dapat
memicu putusnya tali perkawinan. Di sisi yang lain, penjudi dapat dianggap
sebagai sampah masyarakat atau setidak-tidaknya sebagai orang yang telah
mengotori kesucian lingkungan.

Perbuatan judi merupakan delik pidana® dan suatu delik yang harus
diputuskan di Pengadilan Negeri, tetapi di Pengadilan Agama perkara judi
sebagai alasan perceraian termasuk jenis perkara perdata yang harus
diputuskan di Pengadilan Agama, karena judi sebagai alasan perceraian tidak
dapat dijadikan alasan untuk pemidanaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo
Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian
tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan.

2 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pasal 116
ayat (a), (Jakarta: Logos Wacana limu, 1999), him. 175.

® Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, cet. ke-14,
(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), him. XXXIX.



2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dari alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo
Kompilasi Hukum Islam di atas, perceraian karena judi merupakan aturan
yang sudah tegas. Dalam dataran teori dan praktek fenomena perceraian
karena judi mencuat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen.
Perceraian karena judi yang penyusun maksud di sini adalah
perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri yang terjadi dalam lembaga
perkawinan yang sah, dan status keduanya (suami dan isteri) masih dalam satu
ikatan suci, dimana salah satunya melakukan perbuatan judi yang terlarang.
Perceraian yang disebabkan karena judi di Pengadilan Agama Sragen,
dari penelitian yang telah penyusun lakukan, bahwa perceraian tersebut terjadi
karena adanya perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan tersebut pada

awalnya terjadi karena sifat suami yang memiliki kebiasaan buruk yakni judi.



Dan isteri sudah berkali-kali mengigatkan suami bahwa judi bukan suatu
usaha yang baik dan dapat menimbulkan madharat. Namun suami bukan
malah berhenti dan menyadari kekeliruannya, tetapi masih terus melanjutkan
kebiasaan buruknya dan tidak memberi nafkah kepada isteri. Dari sini,
kemudian terjadi perselisinan dan pertengkaran-pertengkaran karena sifat
buruk suami tersebut. Akhirnya isteri tidak tahan dengan kondisi keluarga dan
mengajukan gugat cerai, dengan judi dan pertengakaran yang terus menerus
sebagai alasan dalam gugat cerai sang isteri.

Islam sebagai agama rahphatan Ii al-“alamir, memberikan jalan keluar
terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat
bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan
perceraian.” Bilamana hubungan suami isteri tidak lagi memungkinkan untuk
mencapai tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka
untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Islam sendiri membolehkan terjadinya perceraian yang diajukan isteri
karena tabiat atau sifat buruk yang dimiliki oleh suami, sebagaimana hadis

Nabi SAW;
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* Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,
1987), him. 158.
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih judul skripsi Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Judi (Studi terhadap Putusan
Nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. di Pengadilan Agama Sragen). Peneliti ingin
membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan
olen Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara judi sebagai alasan
perceraian. Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memutuskan, bahwa segala putusan
Pengadilan harus memuat alasan-alasan Hakim dan dasar-dasar memutus
perkara. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah
alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada publik, mengapa
mengambil putusan demikian. Dengan demikian, nampak nyata putusan
Hakim mempunyai nilai obyektif dan rasa keadilan, oleh karena itu alasan dan

dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan hukum.

B. Pokok Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut dapat ditarik pokok
masalah yang menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya

ilmiah sebagai berikut:

> AbusDawud, Sunan Abi>Dawud Kitab at}Tlag Bab Ma>Jasa fi>al-Khul, hadis No.
2227, (Bairut: Daral-Fikr, 1994), I1: 244.



1. Alasan-alasan apakah yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan dan
dasar hukum dalam memutus perceraian karena judi di Pengadilan Agama
Sragen ?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar
hukum  Hakim dalam memutus perkara perceraian  Nomor

1059/Pdt.G/2010/PA.Sr.?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari pembahasan tentang studi terhadap putusan penyelesaian
perceraian karena judi adalah:

1. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang dipakai Hakim sebagai
pertimbangan hukum dalam putusan perceraian karena judi Pengadilan
Agama Sragen

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan
dasar hukum perceraian karena perjuadian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di
Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian
perceraian karena Judi di Pengadilan Agama Sragen.

2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia

dalam masalah Hukum



D. Telaah Pustaka

Uraian singkat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
tentang masalah sejenis sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi
peneliti dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian dari telaah pustaka.
Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak ada
pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukan prapenelitian
terhadap objek penelitiannya, dalam hal ini penelitian tentang tinjauan hukum
Islam terhadap perceraian karena judi: studi terhadap perkara nomor
1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. di Pengadilan Agama Sragen, terdapat beberapa
literatur yang berkaitan di antaranya:

Dalam buku Ibrahim Husaen, yang berjudul “Apakah Judi 1tu?”,
dijelaskan cukup gamblang tentang judi, baik dasar hukumnya, pendapat
ulama maupun macam-macam judi serta dampak buruknya.® Adapun
Muhammad al-Hulwani, dalam bukunya yang berjudul “Mereka Bertanya
tentang Islam, Waktu, Arak, Judi dan lain-lain”. Dijelaskan tentang Islam dan
beberapa perbuatan yang kurang baik bagi umat Islam, salah satunya adalah
tentang judi. Judi termasuk perbuatan yang tidak baik, ketidakbaikan judi
didasarkan pada al-Qur’an dan hadis.’

Dalam bentuk kitab adalah karya Asy-Syaukani dalam kitabnya Fath>
Al-Qadir Kitab ini bukan membahas judi secara utuh tetapi judi menjadi salah

satu bagian yang dibahasnya. Pembahasan tentang judi lebih dititikberatkan

® lbrahim Husaen, Apakah Judi itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu Institut llmu Al-
Qur’an, 1987).

" Muhammad al-Hulwani, Mereka Bertanya tentang Islam, Waktu, Arak, Judi dan Lain-
lain” (Jakarta: Gema Insani, 1998).



pada pembahasan yang bersifat normatif, seperti definisi, dasar hukum dan
juga bentuk-bentuk perjuadian.® Senada dengan Asy-Syaukani adalah Alisas}
S§buni dalam kitabnya Rawa’i Al-Bayar: Tafsik Ayat al-Ahfam min Al-
Qur’anyang menjelaskan tentang judi secara normatif pula.®

Adapun penelitian yang berbentuk skripsi antara lain, karya Suhartanto
dengan judul “Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Kasus Perjudian
di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul”. Penelitian ini
hanya mengkaji tentang tanggapan para tokoh agama di desa Semanu terhadap
maraknya perjudian.’® Selain itu adalah karya Mufdi Yukanto, dengan judul
“Studi Terhadap Putusan Perceraian Karena Judi di Pengadilan Agama
Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang alat-alat bukti yang dipakai
dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan oleh adanya
perjudian yang dilakukan suami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.**

Sedangkan penelitian skripsi yang terkait dengan perceraian, di
antaranya adalah karya Muhammad Fathoni, dengan judul “Perselisihan
Agama sebagai Alasan Perceraian”. Penelitian ini membahas tentang alasan

perceraian yang disebabkan adanya perbedaan agama antara suami dan isteri

 Muh3mmad bin ‘Alisbin Muhdmmad asy-Syaukani, Fathy/ Qadir(Bairut: Dapal-Fikr,
1992), 11: 337.

® Muh3mmad “Ali>as}S§buni, Rawa’i Al-Bayan: Tafsie Ayat al-Ahfam min al-Qur’an
(Bairut: Dap al-Fikr, t.t.), I: 268.

10 Syhartanto, Tanggapan Tokoh Agama terhadap Maraknya Kasus Perjudian di Desa
Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga (2005).

1 Mufdi Yukanto, Studi terhadap Putusan Perceraian Karena Judi di Pengadilan Agama
Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).



sehingga menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Di samping itu masih
banyak penelitian yang terkait dengan perceraian, namun tidak terkait secara
langsung dengan alasan perceraian karena perjudian.*?

Menurut penulis, kajian-kajian di atas (buku maupun skripsi) hanya
membahas tentang perjudian, akibat hukum dan dampak yang ditimbulkan
dalam keluarga maupun masyarakat, serta perceraian yang dipicu oleh
berbagai faktor. Kajian skripsi ini berusaha melengkapi kajian-kajian yang
telah ada dengan mengupas secara menyeluruh mengenai tinjauan hukum
Islam terhadap perceraian yang dikarenakan oleh perjudian dengan
memfokuskan pada studi putusan Peradilan Agama di Sragen.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut, terlihat adanya perbedaan baik
objek maupun ruang lingkup kajian dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dapat
diyakini bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan

adanya penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik
Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga peradilan yang memiliki
wewenang untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan
perkawinan, khususnya untuk umat Islam di Indonesia mempunyai tugas
untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan atau yang menjadi

wewenangnya, dalam hal ini adalah perkara-perkara perceraian.

2 Muhammad Fathoni, Perselisihan Agama sebagai Alasan Perceraian, skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).
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Wewenang Pengadilan dalam menagani perkara perceraian
sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39
ayat (1) masih seluruhnya belum dapat dilaksanakan, karena Pengadilan
mempunyai sifat pasif dalam menangani perkara, yaitu terbatas pada masalah
atau perkara yang diajukan ke Pengadilan saja.

Dengan masuknya perkara ke Pengadilan maka Pengadilan
mempunyai wewenang untuk menangani perkara tersebut, karena memang
perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak sedikit dan tidak hanya
terbatas pada masalah perceraian saja, untuk itu Pengadilan Agama perlu
untuk memisahkan-misahkan perkara yang masuk agar mudah dalam
penyelenggaraan peradilan dan dengan demikian akan dapat diketahui berapa
jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama.

Terhadap perkara perceraian karena judi yang biasanya dikomulasikan
dengan alasan yang lain karena memang biasanya didahului oleh pertengkaran
yang terus menerus. Dengan demikian pokok perkara bisa beralih dari judi
bisa menjadi pertengkaran syigaq dan ini akan mempermudah proses peradilan
karena alasan yang digunakan lebih banyak atau lengkap. Pengadilan akan
lebih mudah untuk memutuskan perkara dan memang perceraian dengan
alasan judi jarang secara tunggal diajukan tanpa disertai alasan lain.

Berdasarkan konsep Magasid asy-Syari’ah, yaitu bahwa Allah

menurunkan syari’at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan®®. Dan juga

13 Perlindungan yang paling pokok (Dharuri) terhadap kepentingan manusia mencakup
lima hal: pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan
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berdasarkan konsep Sadd az-Zari’ah, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi
perantara kepada kerusakan.'* Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir
yang boleh dilakukan demi mencegah terjadinya suatu bencana yang lebih
besar, jika ikatan perkawinan yang sudah retak itu tetap dipertahankan.

Sebagaimana kaidah Figh:

158\-@05\ ng &5*; e-\.&o Jwldod! £y

QU

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk suatu perbuatan yang
dibolehkan, akan tetapi perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang
sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis

Nabi SAW:
TEY i JI Il amd

Dalam hadis yang lain, diterangkan adanya kebolehan bagi pihak isteri

untuk meminta cerai pada suaminya, sebagaimana hadis berikut:

(keluarga), pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta (kekayaan). Lihat Muhammad Abu
Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma’sum, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), him. 425.

¥ Dari segi Etimologi, Dzari’ah berarti wasilah (perantara). Sedang dzari’ah menurut
istilah hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau
dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari’ah selalu mengikuti
ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Lihat Ibid., him. 438.

5 Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-gaidah Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 29.
' Ibid., him. 85.

7 AbusDawud, Sunan AbizDawug “Kitab at}T{laq”, Ba>‘Kauniyah at}T§lag,” (Beirut:
Daral-Fikr, t.t.), 1l: 225, Hadis Nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar.
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Diputusnya perkawinan (perceraian) oleh suami atau isteri, atau atas
kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi
memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian
dianggap tidak terpuji, tetapi bila keadaan mereka menemukan jalan buntu
untuk memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka dalam

keadaan seperti itu perceraian adalah alternatif terbaik.

Pengajuan perkara dalam perceraian ini tidak hanya perjuadian sebagai
alasan perceraian tetapi dibarengi dengan alasan lain seperti, pertengkaran
terus-menerus, pisah tempat tinggal, dan akhirnya meninggalkan
kewajibannya, sehingga pokok perkara ini beralih dari perjudian menjadi

pertengkaran terus menerus.

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan
mengutamakan perdamaian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah

pihak. Untuk memutuskan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga

8 AbusDawudt, Sunan AbiDawud Kitab at}T#lag Bab Ma>Jasa fizal-Khul, hadis No.
2227, (Bairut: Daral-Fikr, 1994), Il: 244,
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dapat dijadikan landasan bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi

untuk dapat hidup bersama.

F. Metode Penelitian
Dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada peneliti
menggunakan penelitian sebagai berikut:
1. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field
Research). Data primer diperoleh dari dokumen Putusan Nomor
1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. dari Pengadilan Agama Sragen. Sedangkan
wawancara dengan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, menjad
data sekunder.® Penelitian ini juga didukung dengan penelitian
pustaka (Library Research).

Dalam hal ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian
lapangan, vyaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas
kesesuaian antara teori dengan praktek, obyeknya tentang bagaimana
Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan
judi dalam putusan Nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr di Pengadilan
Agama Sragen, khususnya mengenai alasan-alasan serta tinjauan

hukum Islam yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan

% Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 24.
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Agama Sragen dalam memutus perkara perceraian dengan alasan judi
tersebut.
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini,
adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk
merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk
dianalisis.
c. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan
pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya.

2. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan
mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada
Al-Qur’an, Hadis, Figh dan Us}ul Figh.

2. Pengumpulan Data
a. Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu
masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen,
berupa putusan perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian

dengan alasan perjuadian di Pengadilan Agama Sragen. Selain itu juga
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melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur
yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

b. Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data
dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai
adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang menanggani
perkara tersebut.

3. Analisis Data

Setelah data mengenai perceraian karena judi terkumpul,
kemudian dilakukan analisa. Supaya data yang diperoleh dapat
menghasilkan kesimpulan yang valid, oleh karena itu penyusun
menggunakan metode sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu penganalisaan data dari data yang bersifat khusus, untuk
kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu penganalisaan data dari data yang bersifat umum,
untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
Judi sebagai tema umum dijeleskan terlebih dahulu dari segala sisi dan
sudut pandang, kemudian ditarik relevansinya terhadap perkara
perceraian dengan alasan judi.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan
kondisi perkawinan dalam mempengaruhi eksistensi perkara yang ada
dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisa
berdasarkan pada aspek hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum

Islam. Dengan analisa data seperti ini, kemudian didapatkan suatu
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kesimpulan akhir mengenai status perceraian karena judi dalam perspektif

Islam dari perkara yang ada dalam data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah
pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika dalam enam bab yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah,
sebagai ungkapan inspirasi awal dari penelitian, kemudian pembatasan
terhadap masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Langkah berikutnya
menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dijelaskan pula
tinjauan pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian ini dengan
kajian yang serupa. Selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam
penelitian ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika pembahasan.

Bab kedua, peneliti menguraikan tinjauan umum tentang perceraaian
dan perjudian yang menjadi dasar melihat secara utuh perceraian dan
perjudian. Pembahasan ini meliputi dua tema pokok perceraian dan judi,
dalam sub bab tentang gambaran umum perceraian meliputi pengertian
perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dan hukum
asal perceraian. Sedangkan dalam sub bab tentang judi meliputi pengertian
dan macam-macam judi serta judi sebagai alasan prceraian dan upaya
perdamaiannya.

Bab ketiga, peneliti menguraikan secara lebih spesifik dan mengerucut

tentang tema yang dikaji terkait tinjauan secara lengkap putusan perkara



17

nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. Pengadilan Agama Sragen, sehingga
memperlihatkan gambaran yang utuh tentang perkara, yakni mencakup
gambaran perkara, dasar hukum perkara, pertimbangan hukum perkara dan
proses putusan hukum perkara.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim
dalam memutus perkara nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. tentang perceraian
karena judi. Uraian ini difokuskan pada analisis hukum Islam terhadap dasar
hukum perkara nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. dan analisis Hukum Islam
terhadap pertimbangan hukum perkara nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr.

Pada bab kelima, peneliti akan mengakhiri penulisan skripsi ini dengan

penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah penyusun
kemukakan dalam bab-bab tersebut di atas tentang putusan perceraian
karena judi di Pengadilan Agama Sragen, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan perkara Nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sragen mendasarkan alasan Putusan perceraian ini
karena pertimbangan terjadinya pertengkaran atau percekcokan terus
menerus, mabuk-mabukan dan judi. Pengadilan Agama Sragen tersebut
menggabungkan alasan judi dengan alasan yang lain yaitu pertengkaran
dan perselisinan yang terus menerus terjadi antara suami isteri sebagai
akibat dari perbuatan judi dan mabuk-mabukan yang telah dilakukan oleh
suami yang sukar untuk disembuhkan, sehingga antara suami isteri
tersebut tidak dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup tentram dan
rukun lagi dalam satu ikatan perkawinan. Putusan ini didasarkan pada
alasan-alasan dasar hukum dari syara’, yakni Surat Ar-Rum ayat 21, dari
pendapat ahli figh, yakni kitab Ghayatul Maram dan dari Peraturan
Perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal

116 huruf (a) dan huruf (f).
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2. Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim,
menurut hukum Islam sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena Majelis
Hakim mengemukakan al-Qur’an dan pendapat ulama yang pada intinya
membenarkan adanya perceraian apabila hubungan suami isteri sudah
tidak ada kecocokan dan kehidupannya senantiasa hampa, sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami atau
isteri dengan derita yang berkepanjangan. Hal ini dinilai sebagai aniaya

yang bertentangan dengan keadilan yang diajarkan Islam.

B. Saran-saran
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankan penulis
untuk memberikan saran bahwa perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih
fokus, pertama tentang putusan perceraian yang didasarkan hanya pada alasan
perjudian semata yang tidak digabungkan dengan alasan yang lainnya, kedua
tentang cara Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dengan prosedur
yang lain, yakni dengan terlebih dahulu menunjuk perantaraan hakam atau

arbiter, sebelum berniat untuk diputuskan di Pengadilan Agama Sragen.

Demikian hasil penulisan skripsi ini, khilaf dan kesalahan adalah satu
hal kewajaran yang dapat diperbaiki, akhirnya hanya kepada Allah penyusun

mohon perlindungan dan kemudahan dalam segala urusan.
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